KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIK AN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONLESTA
NOMOR 0313/0/1993
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993_“

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang ¢ bahwa untuk memperluas daya tampung pescrita didik dan mcningkrﬂknn
: muiu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak.-kzm"l‘:“(1lI<),
Sckoiah Lanjutan Tingkat Pertama (SILTP); dan Sckolah Lanjur Fingkat
Alas (SLTA) Negeri baru dan mencgerikan SLTP dan SLTA 7,' .is'lu yang
elah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA * ZETE,
Mengingag s Undm)g-\mdﬂﬂg Nomor 2 Tahun 1989 -
P - 2. Peraturan Pemerintal, - '
c o a. Namor 27 Tahun 1990:
‘ b. Nomor 28 Tahun 1990;
¢. Nomor 29 Tahun 1990. :
: 3. Kepulesan Presiden Republik Indonesia -
. a. Nomor 44 Tahun 1974, :
b. Nomor |5 Tahun 1984 yang lelah beberapa kali diuban

terakhirdengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 1992 ‘ ,
¢. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana teluh diubah dengan Kepuisan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahup 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993,
o Keputisan Menier Pendidikan dap Kcebudayaan :

2. Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978:
¢. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978:
d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
¢. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
. Nomor 0€7/0/1983 tanggal 28 Februari 1983:
8. Nomor 0172/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
“h. Nomor DI73/0/1983 tangpal 14 Marel 1983;
i. Nomor 0262/0/1984 tangpal 14 Juni 1084;
|. Non.or 0248/U/1985 tanggal S Juni 1985;
K. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januar . 1987,

Memperhaika, Perseiujuan Menier; Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan

surat Nomor B-798/1/1993 tanggal 10 Agustus 1993

MEMUTUSK AN

Menetapkan
Pertama

meneglrikan SLTD

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sckolal
(SLTP), dan Sckolah Lanjutan Tingkat Ay
' dan SLTA Swasta y
penegerian SLTP dap SLTA Negeri pad

Lanjutan ingkat Pertama
a4s (SLTA) Negeri
ang elahy memenyl;j persyaratan
a beberapa Propinsi di Indonesiy

Seria

sebagaimana tereanium dalam Lampiran Keputusan ini.
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SALINAN Keputusan in;

© Keputusan ini mulaj |

5 3 \ T B [al ” 9> | > oo & rirhe 1
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan (ala Kerja serta struktur

organisasi TK, SLTP, dan SLTA Negeri pada diklum "Pertgmn"adalnh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, 1, I{I, dan IV diatur sesuai
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a.  Nomor 0296/0/1978 tanggal 2 September 1978:
Nomaor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978
Nomor 0371/0/1978 langpal 22 Desember 1978;
Nonior  090/0/1979 tanggal 26 Mci 1979.
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© Menugaskan kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertamg”
bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

© Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing

Propinsi dibebankan pada mala anggaran yang scsuai sebagaimana tersebul
dalam kolom 7 Lampiran Vv Keputusan ini,

: Dengan berlakunya Keputusan inj Jumlah ;

a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP  Negeri 8.119 buah:;
¢. SMA  Negeri 12.259 buah:
d. SMIK Negeri 20 buah:
¢. SMPS  Negeri 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buah:;
B- STM  Negeri 174 buah;

h SMT " Pertanian Negeri 34 buah,
terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indoncsia,

erlaku pada tanggal I April 1993

- Ditetapkan i J;ka"ln
pada tangpal 23 Agustus 1993

MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUD A YAAN

e,

Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

disampaikan



SALINAN Keputusa

.'3'-

nini disampaikan kepada :

endayagunaan Aparatur Negara;

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan KXebudayaan:
Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan:

am lingkungan Departemen Pendidikan dan

Kepala Badan Penelitiarn dan Pengembangan Pendidikan dan

Sckretaris Direkloral Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan

Badia Penclitian an Fengembangan Pendidikan dan Kcebudayaan:

Hepala Birg, Direktur, Kepala Pusat, dan Inpektur dalam
Fnphungan Depariemen Pendidikan dan Kebudayaan:

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikkan dan Kebudayaan dj

Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 di seluruh Indonesia:

Direktorat Jenderal Angzaran Depariemen Keuangan:
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di scluruh Incloncsia;
Yang bersanpkutan untuk dipergunakan seperlunya,

yusunan Rancanpan

I Menteri Negara p
2. Menteri Pendidikan dan Kibudayaan;
3.
4.
5. Dircktur Jenderal dal
Kcebudayaan:
6.
Kebudayaan:
7.
8.
9.
seluruh Indonesia:
10.
1, Badan Administrasi Kepepgawaian Negara;
12, Badan Pemeriksa Keuvangan;
13,
14,
IS,
Salinan sesun; dengan aslinya
Biro Mukum dan Huburpan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Pe:
Peraturan ]’crun(lang-undang;\n
Jm
_ L
—_— 4

Mardiyan

NIP. 130 344 753
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JAWA TENGAH

PEMBUKAAN

I. SMP Negeri 2
Wanasan

2. SMP Negeri 2
Kersana

3. SMP Negeri 3
Bumiayu

4. SMP Negeri 2
Jatilawang

5. SMP Negeri 3
Subah

6. SMP Negeri 3
Tersono

7. SMP Negeri 2
Tunjungan

8. SMP Negeri 7
Cilacap

9. SMP Negeri 5
Purwodadi

[Bumiayu

i
e &
Jatilawang

Subah

Tersono

Tuniungan

Purwodadi

Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Batang
Kabupaten Batang
Kabupaten Blora
Kabupaten Cilﬁ.cap

Kabupaten Grobogan

09.1.2.1038.23.01.03.5110
09.1.2.1038.23.01.03.5120
09.1.2.1038.23.61.C3.5150
09.1.2.1038.23.01.03.5210

- 109.1.2.1038.23.01.03.5220

09.1.2.1038.23.01.03.5230
09.1.2.1038.23.01.03.5250
09.1.2.1032.23.01.03.5350
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